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ABSTMCT
Educatioan liberutioh especiall! in highet education lhat is no-
torized by General Agree en! on bade in setl,ice (GAIS) wTo can
not be prelrenteel because it is alrcady a{eed that wotldflee tadefot
12 senice sectors are including highet education Beside"g Indonesia
os lhe nenbet ofVTO, the ,levelopment of science ahd technolry), the
denand ofQualifed highet educatioq the involvenent in world trude
is a nusl One lhing lhal nat be rct ebercd is thal libetution 8lo-
balizdtion ten^ to qploil.ttion and $pa tion of developed countries
to war,ls de\'elopinS counl es incl ding educarion *pecially higher
e.Arcatioh. Il b n ceisary to be anticipated and tofnd tactics lot solu'
tion. It is *pecteil that lhdonesia can get benfls ofthe globalization
ba still erists in carrying o1lt the nission of UUD 1915.
Those lsctics ate rcr)i.wing GA'13 WO, connitment in in'
prcving the quatitf of highq eilucalion and sociely perticipaliott.
trewottl : htgha edacadot ntrerallon
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A. PENDATIULUAI\I
Nuansa dan aroma liberalisasi dan konersialisasi pedidikan
utananya pendidikan fjLrggi pasaa Generul Agreement on Trade in
Senices (GATS) n€gara-negara arlrggota WTO (Wotld Trode Or-
ganisation) sejak Mei 2005 nampaknya semakin jelas dan sulit
dibendung sebab telah disepal;ati perdagangan bebas dunia untuk
1 2 sektor jasa, meliputi layanan kesehatan, teknologi informasi dal
komunikasi, komputrasi, pelatihan, pendidikan tinggi, pendidikan
sepanjang hayat, konstrulisi, lingkungaq finansial, olalraga, pari-
wisat4 ahmtansi, tansportasi. Pada tipologi ekonomi, bahwa
kegiatan usaha dalam masyarakat dibagi menjadi dalam tiga sektor,
yakni sektor primer, sekunder, datr tertier, Sektor primer meliputi
semua industri eksbaksi hasil pertambangan dan pertanian; Sektor
sekunder meliputi industri untuk mengolah bahan dasar menjadi
barang, bangunarl pro<Iuk manufaktur, darl utililiesi Sektor tertier
rneliputi industri unfr* mengubah wujud benda fisik atau physical
services, keadaan manusi^ ata\t human services, dan benda simbo'
lik ata;r information and commuhication sarvice,r. Sejalan dengan
hal itu, WTO menetapkan bahwa pendidikan tcrmasuk sektor tertier,
sebab kegiatan pokoknya adalah menska.nsformasi orang yang tidak
berpengetabuan dan orang tidak punya kehampilan menjadi orang
berpengetahuan dan orang yang berketrampilan.
Sejak tahun 1980 an di negam-negara maju, sektor krsier uta-
manya peidagangan jasa hrmbuh p€sat datr telah memberikan sum-
bangan yang besar pada produk domestik bruto (PDB), lebih besar
dibandingkan dengan sellor primer dan sekunder Tiga negan yang
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paling rnendapatkan kermtungan besar dad liberalisasi jasa pen-
didikan adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Aushalia (Enders dan
Fultoi, Eds., 2002: 104-105); Diperkirakan pada 1994 seldor jasa
telah menyumbangkan sekitar 70 % PDB Aushalia, menyerap 80 o/o
tenaga kerj4 dan merupakan 20 % dari ekspor total negara Kangguru
tsb. Pada tahun 2000 eksporjasa pendidikan Amerika mencapai 14
milyar dolar USA atau sikitar Rp I 26 trilyun. Di Inggris sumbangan
pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4 % dad
penedrnaan sektor jasa negara tersebut, Indushi jasa yang paling
menonjol orientasi ekspomya akrhir-akhir ini adalahjasa komputasi,
pendidikan dan latihan. Fakta itulah yang menyebabkan negara-ne-
gara maju getol menuntut liberalisasi sektorjasa pendidikan melalui
wo.
Sejak 1995 Indonesia menjadi arrggola WTO dengan dirati-
fikasinya semua perjaqjian-perjanjian perdagangan multilateral
menjadi UU no. 7/1994. Perjanjian tsb. mengatur tata perdagangan
barang, jasa- dan nade related intellectuol properly rights (TNPS)
atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagan-
gan. Dalam bidang jasa, yang masuk sebagai objek pengatuan tr7o
adilah'semua jasa kecuali jasa non komersial atau tidak bersaing
dengan penyediaan jasa lainnya. Indonesia dengan penduduk leb-
ih dari 210 juta jiwa dengin tingkat partisipasi peadidikan tinggi
sekitar 14 % dali usia 19-24 tahuq sementara itu perbatian pemer-
intah Indonesia terhadap bidasg pendidikan masih rendah, mutu
pendidikanjuga rendd maka Indonesia menjadi incaran negara-ne-
gara eksportir jasa pendidikan dan pelatihan. Agar kiprah GAIS di
negam-negara berkembang termasuk di Indonesia maka inlewensi
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pemerintah dalam sellor jasa harus dihilangkan.
Enam negara yadg telah meminta Idonesia untuk nembuka
sektor jasa pendidikan adalah Australia, Amerika Sedka! J€pang,
Cina, Korea dan Selandia Baru. Sub sekior jasa yang ingin dimas-
uki adalah pendidikan tinggi, pendidikan sepanjang hayat, dan pen-
didikan profesi, dan vokasi. Nah yang perlu diwaspadai adalah motif
apanegata-rlegata tersebut mengincar, motif plofit aiau humanitar-
ian.
Sikap waspada terhadap lembaga intemasional sepeni WTO
dengan Gl?S nya untuk meryatur tata peldagangan pendidikan dan
pelatihan di negara berkembang termasuk Indonesia memang perlu
ditumbuhkan dan didukung dengan s€mangat nasionalisme yang
tinggi, sebab pendidikan memiliki tiga h€as utama yakni memp-
reservasi, menstransfer dan mengembangkan iptek seni dan budaya.
Pendidikan juga sangat vital peranannya dalam menstransfer nilai-
nilai dan jati diri ba4gsa (van Glinken; 2004).
Oleh sebab itu kita perlu tahu apa dan sejauh marra pengaruh
peldagangan bebas atau liberalisasi terhadap pendidikan tinggi, darr
taktik_ untuk menghadapinya.
B, Buah Internasionalisasi rlan Globaslisasi
Antara htemasionalisasi dengan globatisasi laksaru kembar
siam yang hampir sama pisiknya, teiapi berbeda watak dan sifahya,
Yang satu berkepribad.i$ baik, santun; DaD yatrg laitr btutal, jahat,
dan taEak. Internasionalisaqi berkepribadian bait dan globalisasi
berkecederungan jahat. Yang keduanya sulit dihindarkal dalan
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tata kehidupan manusia.
Iptek seni budayd tidak dapat dipisahkan dari proses intema-
sionalisasi, dan babkan mungkin merupakan buah dari internasiot-
alisasi. Ya karena memang secara koftqti itulah yang harus terjadi,
dimana inanusia harus saling berinteraksi satu sama lain, negan sahr
dengan yang lain untuk saling berhubungan, saling memahami, sal-
ing bantu, saling bel4j &, give qnd takei Tetapi dalam proses inter-
nasionalisasi sering dibarengi globalisasi, sehingga kadang proses
intemasionalisasi tampak berbau akal-akalan, eksploitasi, ekspa$i,
penipuarf dan tetapi bisa kecanduan. Sebagai conioh globalisasi
ekonorni, globalisasi buday4 globalisasi komunikasi, dsb.
Pendidikan dan ktususnya pendidikan tinggi ielah lama berk-
enalan dan larut dalam intemasionalisasi, sebab memang banyak
mendatangkan manfaat pengembangan iptek seni buclaya" danjarang
yang mau memisahkan diri dari intemasionalisasi. Dalam Pembu-
kaan WD 1945 pun.diamanatkan " .., ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasrkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadi-
lan sosial . . . " @embukaa; UUD I 945 alinea ke 4).
Globalisasi mentrut Stiglitz (2003), merupakan interdepend-
ensi ydng tidak simetris antar negara, lembaga, dan aktomya- Kardna
itu interdependensi secamam itu lebih menguntungkan bagi negara-
negara yang memiliki keunlgulan ekonomi, dan teknologi. Padahal
rancangan dan niat awal globalisasi bagi negara berkembang adalah
untuk membuka peluang agar dapat berintemasionalisasi, berhubun-
gan dengan negara larn melalui petdagangan untuk meningkatkan
kesejahteraan negara dan bangsanya, tetapi dalam pmktiknya sering
be$uah pahit; Terjadi eksploitasi besa!-besamn, rusaknya tata ke-
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hidupa4 degmdasi moral, meleurahnya tanggung jawab pemeriatah,
penindasa4 dll.
Pertanyaan untuk pendidikan tinggi terkait dengan globalisasi
utamatrya oleh fondamentalisme pasar yang hans dijawab adalah
(l) penn apa yang harus dimainkan oleh pendidikan tinggi kerika
ekspansi globalisasi kapiialisme neo-liberal telah menjadi kenyat-
aan; (2) beoarkah globalisasi kapitalisme rnenjanjikan peluang lebih
baik bagi pendidikan ti4gi dan bangsa lndonesia yakni mening'
katkar mutu pendidikan dan mensejahterakan bangsa sebagainam
dikampanyekan dan dijanjikan oleh para ahli ekonomi lndonesia.
Sering kita tidak sadar bahwa lahimya ekspansi globalisasi
yang dilahirkan dari neoJiberalisme, adalah bersumber dari ideolo-
gi leberalisme yang membela kebebasan pasar, dan memaksa peran
negara dan pemerintah semakin melemah, Tiga pilar lembaga yang
menopang globalisasi a4 
^ 
IME World Bank, d^ WO adal:Jt'la'
hft dafi Wqshingon. Corsersur (Rais: 2008, 15), dan menelorkan
1 0 rekomeldasi buat negara-negara berkembang yang dilanda krisis
ekonomi, Sepuluh rekoniendasi iersebut adalah : (l) perdagangan
bebas, (2) libratisasi pasar mdal, (3) nilai tukar mengambang, (4)
angkd burga ditentukan pasar, (5) deregutasi pasar, (6), &ansfer as€t
dari sektor publik ke sektor swasta, (7) fokus ketat dalam pengelu-
aran publik pada berbagai farget p€mbangunan sosial, (8) aaggaran
bedmbaDg, (9) refotmasi pajak, dan ( 10) pertindungan atas hak milik
dan hak cipta".Dengan ekspansi globalisasi ini s€gala sesuatu yatrg
berharga dicaplok oleh neoliberalisasi ekonomi global, termasuk air,
bahan bargunan, kesehatan, karya seni, ilrnu pengetahuan, apalagi
teknologi. Akhimya negara-negara berkembang yang terkena lrisis
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semakin sekarat, sementam industd p€rtanian tak berdaya dikare-
nakan tidak mampu ber'saing dengan pertanian negara-negara maju
yang memperoleh proteksi dari peme ntah mereka.
C, Pengaruh Perdagangan Bebas Ter:hadap Pcndidik&tr Thggi
Globalisasi libeialisme datam praktik berwatak fondamental-
isme pasar yang berdampak besar pada lembaga dan kebijakan pen-
didikan tinggi baik yang menguntungkan maupuD yang merugikan.
Salah satu keuntungannya adalah kesempatan untuk menjalin pasar
kerja globai ke negara maju yang telah mampu nengembangkan
ekonomi berbasis ilmu pengetahuan atau /flowledge based economy,
namun banyak pula kerugian yang harus diderita diantamya adalah
mahalaya beaya pendidikan, rontoknya nilai-nilai yang barus diper-
juangkan dalam tujuan aegara dan tujuan pendidikan, sebab neo-
liberalisme memilki n otd for proft. Kini kome$ialisasi pendidikan
telah terasa, mereka yang kurang mampu ekonomi, maka akan sulit
mendapatkan pendidikan 
-tinggi, 
sehingga tujuan negara mencer-
daskan kehidupan bangsa semakin menjauh dari harapan, Yang be-
rarti prinsip pengelolaan pendidikan formal sebagaimana Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Badan
Hukum Pendidikan dihianafi (UU no 9/2009, bab II, pasal 4 ayat 2
butir f,jo UU no 20,4003 bab III, pasal 4 ayat 1).
VTO tElah mengidentifikasi 4 mode peryediart jaf/. pen-
didikantinggi sbb : node I yang disebut cross-bordersupply,&alah
lembaga pendftlikan tinggi negara-negara maju menawarkan kuliah-
kutiahnyamelaiui internet dm on-l e degree programuatukdikuti
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warg_a di negam-negaJa yang memerlukan termasut lDdonesia vanabal initerarti keuntunga[ bagi negara maju diantaranyajasa fi;;g:ger dl\:-mode 2 yarg disebut consumption abroad, zutalah ien;*penyediaan jasa pendidikan linggi yang paling dominaa yakni ma_
hasiswa dataDg untuk belajar pada perguruan tinggi di oegala mail!
sudah ba&ng tetrtu dikenakan bea pendidikan lebih mabat dilanaine
mahasiswa negara setempat, yang berarti keunhrngao baei nesJ
maju; mode 3 yang diseblut commercial pre"rr"", iuf* ["n l"ioip:F*Ttr FCql negam maju dengan membentuk partoership, szb_stdrary twinnuing orrangerrerr! dengatr pergumatr tiDggi lo[al, halini keuntungan bagi negara maju yakni 6eip"rdidil.fr d*;;;
4 yang diseb\x presence of whtrd persons. aaa* aos"n aariie-gara maju datang mengajar pada lembaga pendidikan tineei nesara
yang 
.memerlukarL tentu bayann yang dibedkannya iaufr teOit 
-ma-
rul otDandmg dosen setempat, Selama ini promosi dan propaganda
yang dilakukan Wo.adalah mendorong agar pem".iotuln"!"*
negala anggota urituk tidak menghambat empai mode penyed-iaanjasa terce_but dengan kebijakan-kebijakan interv"^io"ir.'n*i i*u
dana itu diperoleb. karena dana domestik sangat kuang male meng_e qr dana piqifuan dati Wortd Bank, A* f"fO] O"f"-p"-."ilMLIlal inipun negara negara berkembang temusuk Indonesia tua_duk, karena me-eng keterbatasan dana domestit, keiDgilran uDtuk
mengihrti pe.kembangan global, dan tuntutan nening6tnya n;tupendidikan.
Jila dibandiDgkan dengan Degala_negara ASAIHL (ksocia_
ti:n :{So theast Asia lnstitute of Eigfiet Lean r& *pgfti Mr;;_
siq Muagthai, Filipina dirn Singapore, Un 
" 
tigt:t p-tJp^i
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pendidikaD titrggi Indonesia sangat rcndah yakni pada tahun 2004
hanya 14 %, semedara Malaysia mencapai 40 %, Untuk mengejar
atau meningkatkan tingkat partisipasi ini kaodas, disebablan sum-
ber daoa domestik pemerintah dan maqyarakat sangat rcDdah, itulah
sebabnya Indonesia tidak bisa menghindar ekspansi dari luar neg-
eri, kalau memang ingin meningkatkan mutu akademik pendidikan
tinggi. Akhimya perdagangan bebas pendidikan ti4gi tanpa batas
^laiJ 
borderless higher educatiok ma*et mer3,ialela.
Tiga faktor yang mendorcr,g bodeiess higher education mar-
,tet adalah (l) keterbatasan dana donestilq (2) meningkatnya per-
mintaan akan pendidikan tinggi bermutu, dan (3) tuntutan kemajuan
teknologi infonnasi. Akhimya perguruan tinggi negara-negara maju
' seperti Aushalia" Amerika Serikat dan Inggris dengan dilandasi per-
timbarrgan for -Foft menerima sebanyak-banyaknya mahasiswa luar
negeri dengan membayqr tinggi secara penuh, mendirikan kampus
cabang di negara lairl k€sepakatan ,winrirg dengan perguruan ting-
gi lokal, menyediakan pendidikan jarak jauh secan e-liarning, atau
.menghadirkan dosen ke negara berkembang yang memerlukan den-
gan bayara[ yaDg.tinggi.
D. Taktik Manghadspi Liberalisasi Pcndidikan Tinggi
Nampaknya globalisasi liberalisasi pendidikan utamanya pen-
didikan tinggi sulit dihinda.i, dikarenakan kuatnya GAISWTO, rca-
dahnya kemampuan dalam negeri, tuntutan pendidikan bersutu,
dan tuotutan p€nggunaa[ iptek yang be*embang didmiq Barang
kali yang diperlukaradalah bagaimanataktikmengbadapiny4 agar
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kita tetap meadapatkan keuntungan sebaoyak-banyakny4 tetapi tid-
ak mengorbarkanjati diii, budaya dan nilainilai luhur laimya.
Berikut ini tawaral taktik menghadapi liberalisasi pendidikan
tinggi (1) Keberanian pemerintah untuk meninjau kembali isi
GATS-WTO, dan kemauan untuk.prioriias pendidikan tinggi tanpa
memasukkan ke dalam perdagangan bebas; (2) Keberaniatr lem-
baga pondidikan tinggi, tektor, forum rektor, wali amanah, yayasan
untuk menyikapi GATS-VTO secalla atif, (3) Meningkatkan peran
serta masyarakat untuk peduli pendidikatr utamanya pendidikan
tinggi agar terwujud pcndidikan yang bemutu, (4) Meningkatkao
pendekatan manajemen mutu terpadu atau ,otal quqliA management
(IQM.1 psdla lembago pendidikan, meningkatkan progam aheditasi
nasiona! regional, dan irtemasional pada lembaga pendidikan tiDggi
di Indonesia"
E. Kesimpdu
Pendidikan utamanya p€ndidikfl tinggi merupakan bidang
shaiegis guna meningkatkan mutu iptek seni budaya, Eutu bangsa
dan negarq udtuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara
Indonesi4 kini s€nakin ierancam dengatL Genetal Agrcement on
Trade . Semice (GATS)-WO dengat globalisasi liberalisasi peda-
gangan bebas, dimaru. Indonesia sebagai salah satu anggotarya be-
rada dalam persimpangan yang. serba sulit. Artinya disatu sisi ingin
meni4kalkan 
"ngka partisipasi kasar (AJK), memajukan mutu pen-
didikar dan ihrt berperan dalam perdagangan bebas, disisi lain tak
mampu berbuat banyak kecuali barus ikut dalam WO (World Tiade
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Oryanizqtion) ya\g disebabkan keterbatasan dana donestit senen-
tara di dalam WTO ler*at GATS yang bagaikan menelar pil pahit.
&tinyajika tidak ikut sulit maju, sebaliknyajika ikut harus menang-
gung resiko yakni semakin tereksploitasi oleh negara-negara maju.
Keberanian penerintah untuk meninjau ketnbali GlfS,
menelorkan peraturan perundangan baru, meningkatkao mutu pen-
didikan tinggi dengal manajemen mutu terpadu dan alxeditasinya,
serta meningkatkan peran sgrta masyamkat, merupakan langkah
yang harus segera diambil sebagai taktik menghadapi liberalisasi
pendidikan tiqgi, jika tidak maka nilai-nilai luhur dan jati diri bang-
sa bisa iergadaikan,
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